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Abstract. Indonesian National Army as a state instrument has an important responsibility in
maintaining security and public order. The verdict of the Jakarta Military Court No. 278-
K/PM.I1-08/AD/X/2022 sentenced a TNI officer to 4 months in prison for attempted theft
with aggravation. This research analyzes the verdict which is considered not fulfilling a sense
of justice, using a normative juridical approach through case studies and legislation. Primary
data was obtained from court decisions and laws and regulations, while secondary data was
sourced from relevant law books and journals. The analysis was conducted qualitatively to
examine the judge's consideration and aspects of justice in the imposition of punishment.
The results showed that the sentence of 4 months imprisonment was considered too light and
disproportionate, considering the impact on the image of the TNI and public trust. This
verdict has not reflected the aspects of agency development, deterrent effect, and justice in
society. In terms of the theory of punishment, the sanction does not fulfill the deterrent aspect
and is not proportional between the action and the punishment given. It is necessary to adjust
the judge's consideration by taking into account substantive justice, the purpose of
punishment, and the impact of the decision when determining the severity or leniency of
criminal sanctions to ensure the realization of justice and legal certainty. Aggravating factors
such as damaging the honor of TNI institutions and the potential for decreased public
confidence need to be considered..
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Abstrak. TNI sebagai alat negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan Militer Jakarta No. 278-K/PM.I1-
08/AD/X/2022 menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada oknum TNI dalam kasus
percobaan pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut yang
dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif
melalui studi kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan
dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder bersumber dari buku-buku
hukum dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji
pertimbangan hakim dan aspek keadilan dalam penjatuhan pidana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hukuman 4 bulan penjara dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional,
mengingat dampaknya terhadap citra TNI dan kepercayaan masyarakat. Putusan ini belum
mencerminkan aspek pembinaan instansi, efek jera, dan keadilan dalam masyarakat.
Ditinjau dari teori pemidanaan, sanksi tersebut tidak memenuhi aspek penjeraan serta tidak
proporsional antara tindakan dengan hukuman yang diberikan. Perlunya penyesuaian
pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadilan substantif, tujuan pemidanaan, dan
dampak putusan saat menentukan berat atau ringannya sanksi pidana untuk menjamin
terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Faktor pemberat seperti merusak kehormatan
instansi TNI dan potensi menurunnya kepercayaan publik perlu dipertimbangkan lebih teliti
untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: TNI, Percobaan Pencurian, Sanksi Pidana, Keadilan.
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A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan
bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pasal
5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan
bahwa TNI menjalankan perannya pada bidang pertahanan dan melaksanakan tugasnya
sesuai dengan kebijakan negara. Peraturan khusus yang berlaku untuk TNI yang kemudian
disebut hukum militer yang terhubung dengan bidang hukum pidana yang keras dan berat,
serta pastinya berbeda dengan peraturan yang berlaku pada hukum pidana umum.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generale bermakna aturan hukum khusus
(KUHPM) menyampingkan aturan hukum umum (KUHP). Pasal 2 KUHPM menyebutkan
“Terhadap kejahatan yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan
orang yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum,
kecuali jika terdapat pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang.” Dimana pasal
tersebut menjelaskan bahwa berlakunya Pasal 2 KUHPM ketika pasal di dalam KUHPM
tidak memenuhi unsur-unsur nya.

Menurut Pompe, tindak pidana dirumuskan dengan pelanggaran aturan yang sengaja
atau tidak disengaja yang pemidanaannya diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan
melindungi kepentingan hukum. Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif yang
merupakan elemen yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, seperti kondisi jiwa
atau batin. Contohnya yang dikatakan Lamintang adalah disengaja atau lalai, memiliki
sasaran, adanya rencana, dan perasaan takut. Sedangkan unsur objektif yang merupakan
elemen yang muncul dari luar diri pelaku, contohnya seperti yang dinyatakan Moeljatno,
yaitu tindakan seseorang, rumusan dalam UU terpenuhi, dan bersifat melawan hukum.

Percobaan tindak pidana atau attempt merupakan konsep pada hukum pidana yang
menyatakan pada niat seseorang untuk melakukan tindak pidana walaupun tindakannya tidak
berhasil seperti yang diinginkannya atau belum sepenuhnya terlaksana. Pada Bab IX Buku |
KUHP tidak ada penjelasan mengenai definisi percobaan. KUHP hanya menyatakan tentang
dapat disebut adanya percobaan kejahatan yang dihukum, seperti yang tercantum pada Pasal
53 ayat (1).

Unsur-unsur percobaan diantaranya adalah niat, permulaan pelaksanaan, pelaksanaan
tindakan tidak selesai bukan sebab keinginanannya sendiri. Percobaan dapat dipandang
sebagai dasar memperluas seseorang untuk dipidana atau dianggap sebagai delik sempurna
dalam bentuk istimewa. Percobaan dibagi menjadi dua, yaitu percobaan selesai dan
percobaan tertunda. Teori-teori mengenai dasar bisa dipidananya percobaan mencakup teori
subjektif, yaitu dari sifat bahayanya pelaku dan teori objektif di mana perbuatannya
membahayakan suatu kepentingan hukum walaupun belum melanggar kepentingan hukum.
Percobaan pula dapat dibedakan menjadi percobaan mampu dan tidak mampu.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, pencurian merupakan perbuatan yang
membuat sebagian harta kekayaan orang lain berpindah pada penguasaan pelaku tanpa seizin
orang. Dalam KUHP pencurian ditetapkan pada Pasal 362, 363, 364, 365, 366, dan 367
KUHP, mengenai pencurian dikenal adanya istilah pemberatan atau disebut dengan
pencurian disertai pemberatan yang tercantum pada pasal 363 KUHP.

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 terdiri dari unsur subjektif yang mencakup
dengan maksud, memiliki, dan dengan melawan hukum. Sedangkan unsur objektif terdiri
dari barangsiapa, mengambil, suatu benda, dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pencurian yaitu fenomena yang sering terdapat pada masyarakat yang menyebabkan
masyarakat merasa tidak aman. Tidak hanya masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana,
namun terjadi pula pada kalangan anggota TNI. Sehingga disayangkan karena citra TNI yang
dipercaya sebagai fungsi menjaga negara. Dimana pada lingkungan militer terdapat
hubungannya dengan ketaatan prajurit untuk melaksanakan tugasnya yang berlandaskan
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Sumpah Prajurit. Pada hakikatnya dengan dijatuhkan pidana, seluruh konflik selesai,
keseimbangan harus menciptakan kedamaian bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana untuk
demi melindungi masyarakat dan memberi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun
masyarakat
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut: “Apakah dasar pertimbangan hakim telah sesuai atau belum
sesuai dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 278-K/PM.11-08/AD/X/2022?” dan
“Apakah penjatuhan pidana 4 bulan terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana
percobaan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 278-K/PM.II-
08/AD/X/2022 telah memenuhi rasa keadilan?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini
diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim telah sesuai atau belum sesuai dalam
penjatuhan pidana pada putusan Nomor 278-K/PM.11-08/AD/X/2022.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap Oknum TNI yang melakukan tindak
pidana percobaan pencurian dalam Putusan Nomor 278-K/PM. 11-08/AD/X/2022 telah
memenuhi rasa keadilan atau belum.

B. Metode

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menjelaskan dan
menjawab permasalahan dengan melihat penjatuhan pidana berdasarkan keadilan atas
perbuatan para terdakwa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji dari
berbagai peraturan hukum dan teori yang berlaku.

Dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen berupa jenis apapun baik yang
berupa tulisan, lisan, atau gambaran. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang meliputi bahan huku berupa: Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Data
sekunder yang meliputi: Jurnal, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek
dan objek dalam penelitian. Dan data tersier, yang merupakan data pelengkap berupa
ensiklopedia, kamus, dan internet. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 278-
K/PM.11-08/AD/X/2022

Berikut adalah pembahasan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada
penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 278-K/PM.I1-08/AD/X/2022, yang dianalisis
menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Dalam pertimbangan yuridis yang mencakup keterangan saksi-saksi, kedua
terdakwa, serta alat bukti dapat disimpulkan berdasarkan fakta yang terdapat di
persidangan bahwa Hakim beranggapan cukup bukti sah bersalah melakukan perbuatan
pidana “Mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain bermaksud untuk memiliki
dengan melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih bersamaan, namun perbuatannya
tidak jadi sampai selesai karena hal diluar keinginannya.” Sebagaimana yang tercantum
pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Pada persidangan, Majelis
Hakim tidak memperoleh alasan yang bisa melepas terdakwa dari pertanggungjawaban

Vol. 5 No. 1 (2025), Hal: 35-44 ISSN: 2828-20UX


https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15892

Bandung Conference Series: Law Studies https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15892

pidana, baik itu alasan pembenar atau pemaaf. Majelis Hakim menyeimbangkan atara
kepentingan hukum yang berarti menjaga tetap berlakunya hukum dan keadilan serta
kepentingan militer yang berarti melindungi supaya tidak merugikan kepentingan militer
dan membuat seluruh prajurit tetap menaati ketetapan hukum yang berlaku.

Pada pertimbangan non-yuridis, para terdakwa dilatarbelakangi oleh keinginan
untuk memiliki sejumlah uang yang kemudian nantinya akan dibagi bersama dari hasil
penjualan sepeda motor.

Dalam hal hakikat perbuatannya, perbuatan terdakwa kurang diperhatikan karena
dalam penjatuhan sanksi diberikan hukuman yang terlalu ringan karena mengingat para
terdakwa merupakan prajurit TNI yang membuat berbeda dengan masyarakat umum
sehingga seharusnya diberikan hukuman yang lebih bisa membuat para terdakwa merasa
jera dan tidak ada rasa ingin melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang.

Di sisi lain, perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya nama baik kesatuan.
Dengan menjatuhi hukuman yang dianggap kurang setimpal dengan perbuatannya
menjadikan pandangan masyarakat terhadap citra TNI kurang mempercayai kembali
sebagai perlindungan negara. Dalam pernyataan para terdakwa yang terdorong pada
keinginannya untuk memiliki sejumlah uang yang akan dipakai berfoya-foya bersama, ini
terlihat perbuatan awal para terdakwa yang mencerminkan tindakan kejahatan yang
dilakukan bersama-sama yang di mana tindakannya dilakukan dalam lingkungan
masyarakat di mana terdapat kesempatan karena kondisi lingkungan yang sepi.

Maka dari itu para terdakwa perlu diberikan hukuman tegas yang setimpal dengan
perbuatannya yang merugikan orang lain dan hukuman yang tegas dapat dijadikan tindakan
preventif untuk prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan
latar belakang, hakikat, dampak tindakan para terdakwa, dan hal-hal yang membuat ringan
atau berat, hakim beranggapan bahwa hukuman penjara yang dimohon Oditur Militer
dinilai masih terlalu tinggi, yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara. Padahal dalam Pasal
363 yang mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk pelaku pencurian disertai
pemberatan yaitu hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Begitu pula tindakan
percobaan pada Pasal 53 Ayat (2) menetapkan pidana untuk pelaku kejahatan percobaan
tersebut adalah hukuman utama dikurangkan sepertiganya.

Penjatuhan Pidana 4 Bulan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan
Pemberatan Dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 278-K/PM.11-
08/AD/X/2022 Berdasarkan Keadilan

Berikut adalah pembahasan mengenai penjatuhan pidana 4 bulan terhadap terdakwa tindak
pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08
Jakarta Nomor 278-K/PM.I11-08/AD/X/2022 berdasarkan keadilan, yang dianalisis dengan
dasar hukum, tujuan pemidanaan, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan.

Pada landasan hukum Pasal 363 ayat (1) KUHP, pencurian yang diperbuat dua orang
atau lebih. Seperti tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu dipidana untuk individu
yang berbuat tindakan pidana: individu yang yang berbuat, yang memerintahkan atau ikut
berbuat tindakan. Hukuman penjara bagi pencurian disertai pemberatan pada Pasal 363 yaitu
selama 7 tahun. Kemudian Pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan kejahatan diberikan hukuman
jika pelaku telah memulai perbuatannya namun perbuatannya tidak terjadi sampai selesai
karena suatu hal diluar kemauannya sendiri. Dalam teori percobaan objektif yang dianut D.

Simons, dapat dipidananya percobaan ini ketika perbuatannya telah membahayakan
suatu kepentingan hukum walaupun belum melanggar kepentingan hukum. Dalam teori
objektif ini percobaan disebut sebagai percobaan tidak selesai. Sebab dasar dapat
dipidananya percobaan ini dihubungkan dengan pasal yang sesuai dengan tindakan terdakwa
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lalu dihubungkan dengan pasal percobaan, yaitu Pasal 53. KUHP digunakan untuk
mendakwakan oknum TNI dalam perkara ini karena bahwa ketika asas Lex Specialis
Derogate Legi Generale yaitu aturan hukum khusus (KUHPM) akan mengesampingkan
aturan hukum umum (KUHP). Kemudian terdapat pada Pasal 2 KUHPM menjelaskan
perbuatan pidana yang tidak termuat pada KUHPM yang diperbuat orang-orang yang tunduk
pada yurisdiksi Peradilan Militer, digunakan hukum pidana umum, kecuali terdapat
pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Tujuan pemidanaan dalam perkara ini dilihat dari teori absoulut yang memandang
pemidanaan sebagai balasan dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Keterkaitan antara
perkara ini dengan teori absolut adalah ketika para terdakwa sudah seharusnya dijatuhi
hukuman dengan tujuan untuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukannya agar para
terdakwa merasakan penderitaan yang akan dialaminya saat dijatuhi hukuman. Dan yang
paling terpenting adalah tujuan dari pembalasan tersebut yaitu untuk keadilan.

Kemudian dilihat dari teori relatif yaitu agar terdakwa tidak melakukan
kejahatan/mencegah kejahatan. Pada putusan ini cara mencegah kejahatan yang dilakukan
para terdakwa, hakim memberikan pidana penjara selama 4 bulan. Hukuman penjara
memiliki fungsi untuk pencegahan bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya.
Kemudian, jika penjatuhan pidana yang dianggap terlalu ringan untuk tindak pidana
percobaan pencurian dengan pemberatan apalagi dilakukan oleh prajurit TNI, hal tersebut
bisa saja tidak membuat para terdakwa jera atas hukuman yang diberikan dalam putusannya,
mengigat jenis pencurian yang dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan. Kemudian
dengan memberikan pidana penjara selama 4 bulan dinilai kurang ampuh untuk menjalankan
fungsi pencegahan. Dan yang terakhir dilihat dari teori integrative, yaitu gabungan dari teori
absolut dan relative dipadukan dengan tujuan pemidanaan selain untuk balasan pada pelaku
kejahatan pula memiliki tujuan melindungi masyarakat.

Berdasarkan prinsip keadilan John Rawls, yang pertama yaitu prinsip kebebasan
dasar utama yang sama bagi setiap individu yaitu HAM. Jika , jika dihubungkan dengan
putusan ini, prinsip kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yaitu hak dan kebebasan
terdakwa yang didakwa berbuat percobaan pencurian disertai pemberatan. Hak seperti
diperlakukan adil, didampingi penasihat hukum, dan ha katas bukti lengkap dan fakta yang
terungkap.

Namun dalam kebebasan yang dimiliki terdakwa bersifat tidak mutlak karena dijatuhi
pidana yang merupakan batasan bagi terdakwa sebab tindakannnya melanggar hak dan
kebebasan korban. Yaitu hak keamanan dan hak atas keadilan serta kebebasan kebebasan
korban atas hidup yang tentram dalam lingkungan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu
prinsip perbedaan, Rawls menyatakan kedudukan sosial tidak dapat disamakan namun untuk
keadilan tetap sama dengan kedudukan apapun individu tersebut. Artinya prinsip ini
memiliki manfaat untuk yang paling tidak diuntungkan yaitu korban. putusan yang
menjatuhkan pidana penjara 4 bulan untuk para terdakwa dapat dikatakan sebagai kepastian
hak korban atas keadilan dari perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan hakim menjadi
cara untuk keadilan sosial untuk korban begitupun untuk terdakwa itu sendiri, di mana
terdakwa yang memiliki profesi sebagai prajurit TNI tetap diberikan pidana karena
perbuatan kejahatannya.

Pada putusan nomor 278-K/PM.11-08/AD/X/2022 diperoleh prinsip kepastian hukum
yang terlihat dari keterkaitan dalam pembuktian dengan pemeriksaan fakta-fakta
persidangan seperti keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti. Setiap
unsur tindak pidana yang didakwakan pasti dengan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga
dalam proses peradilan akan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Pada putusan ini
dijatuhkan pidana penjara 4 bulan dikurangi selama waktu para terdakwa berada pada
penahanan sementara.
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Keputusan ini tidak hanya didasarkan oleh tindakan kejahatan yang dilakukan para
terdakwa, namun harus mempertimbangkan tindakan berbahaya para terdakwa sehingga
harus memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap instansi
militer dan masyarakat umum. Dalam segi keadilan, dinilai bahwa pidana penjara yang
diberikan dengan waktu yang tidak tergolong lama itu membuat masyarakat berpikir bahwa
kurangnya penerapan prinsip Equality before the law di mana suatu prajurit TNI memiliki
kekhususan yang berbeda dengan masyarakat umum, maka jika terjadi tindakan kejahatan
yang dilakukan oleh prajurit TNI maka hukuman yang diberikan seharusnya menyesuaikan
dengan kedudukannya yang khusus.

Dalam keadilan prosedural, hak-hak terdakwa telah terpenuhi walaupun terdakwa
tidak didampingi penasehat hukum namun terdakwa memperoleh ha katas bukti lengkap dan
fakta yang terungkap. Sedangkan pada keadilan substansif, hukuman ini kurang dalam hal
proporsionalitas mengingat para terdakwa merupakan prajurit TNl dan tindakannya
dilakukan lebih dari dua orang yang membuat penjatuhan sanksi dianggap kurang
proporsional.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan
yang dialami sepeda motor milik korban dan tindakan para terdakwa menodai citra TNI di
masyarakat. Maka dalam hal ini kurang sejalan dengan keadilan substantif yang di sisi lain
prajurit TNI berusaha menjaga integritasnya sebagai anggota TNI dan dampak yang
kemungkinan muncul jika dalam penjatuhan sanksi dinilai terlalu ringan memungkinkan
dapat menimbulkan residive.

Selain itu, aspek kepastian hukum dalam kasus ini juga patut diperhatikan. Hukuman
yang diberikan seharusnya mencerminkan kejelasan aturan dan penerapannya secara
konsisten, baik bagi prajurit TNl maupun masyarakat sipil. Jika terdapat perbedaan
perlakuan yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat
serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting
bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa prinsip equality before the law benar-
benar diterapkan tanpa pengecualian yang tidak berdasar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai
berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 278-K/PM. 11-08/AD/X/2022 wajib
didasarkan oleh prinsip keadilan, perlindungan untuk individu atau masyarakat umum, dan
untuk menjaga ketertiban sosial. Terdapat hal yang menjadi pertimbangan hakim seperti
keterangan saksi-saksi, para terdakwa, dan kemudian alat bukti yang tercantum dalam
pertimbangan yurids telah sesuai. Sedangkan pertimbangan dalam hal latar belakang
tindakan terdakwa, dampak dan hakikat perbutannya, sesuatu yang mempengaruhi
perbuatan terdakwa, dan hal-hal yang membuat ringan atau berat yang terdapat dalam
pertimbangan non-yuridis, masih tidak sesuai atau tidak sebanding dengan penjatuhan
lama pidana dalam putusan. Karena fakta yang terungkap dalam pengadilan (khususnya
pada pertimbangan non-yuridis), seluruhnya memenuhi bukti para terdakwa yang sah telah
melakukan tindakan percobaan pencurian dengan pemberatan. Di mana dalam
pertimbangan non-yuridis terdapat banyak hal yang mesti di pertimbangkan oleh Majelis
Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusannya.

2. Dalam Putusan Nomor: 278-K/PM. 11-08/AD/X/2022, para terdakwa dijatuhi dengan
hukuman penjara 4 (empat) bulan pada perkara tindak pidana percobaan pencurian disertai
pemberatan. Lama penjara yang dijatuhkan untuk para terdakwa dirasa tidak memenuhi
rasa keadilan, sebab terdapat ketentuan dalam KUHP yang diatur secara tegas dengan
tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan untuk pelaku yang
melakukan tindak pidana tersebut serta menjaga kehormatan pada institusi militer yang
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membuktikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, apalagi
para terdakwa merupakan anggota TNI yang memiliki kekhususan berbeda dengan
masyarakat umum. Penjatuhan pidana untuk para terdakwa yang merupakan prajurit TNI
dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan wajib didasarkan
oleh prinsip keadilan, perlindungan untuk individu atau masyarakat umum, dan untuk
menjaga ketertiban sosial. Tindak pidana percobaan pencurian dianggap sebagai kejahatan
terhadap hak manusia untuk mendapatkan keamanan apalagi di lingkungan tempat
tinggalnya sendiri. Tindakan tersebut merusak kehormatan dan martabat para terdakwa
sebagai prajurit TNI yang dipercaya sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara,
sehingga keadilan adalah hal yang harus ditegakkan dalam perkara ini.
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